LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

4

i

NOMOR 8 TAHUN 2007 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 8 TAHUN 2007
TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukweignkaran pelaksanaan tugas
dan kewajibannya, Kepala Desa dibantu oleh perdrugsa,;

b.  bahwa untuk dapat dipilih, diangkat dan dikettkan dari jabatan
perangkat desa perlu mengatur tata cara pemilpamgangkatan
dan pemberhentian perangkat desa;

c. bahwa tata cara pemilihan, pengangkatan danbg@dentian
perangkat desa sudah tidak sesuai lagi dengamtuatePeraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, sgdipgriu
cabut dan disesuaikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanakslich pada
huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu meng&araturan
Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatamn d
Pemberhentian Perangkat Desa,;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tal@%0 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat Bét#gara
Republik Indonesia Tahun 1950);

2.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang élenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koluan d
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahe®9



Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indanes
Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang réumswdan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewawdaian
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakkkyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah08 Rbmor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dlom
4310);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Batukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara [kepub
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembarayande
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Retakan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia TahGd Rldmor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesimaXo
4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undamgr 8
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerietadgdhiti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubalias
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembenta
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Rkpub
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaeganfd
Republik Indonesia Nomor 4548);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 rigntBesa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 NMohs8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoB®r 4

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 rignRedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penarintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah06 Rldmor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesimaXo
4593);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG
dan

BUPATI SUMEDANG,

MEMUTUSKAN :



Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEING TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Sumedang.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumgred
Bupati adalah Bupati Sumedang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyabdis DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai PeatbBgerah Kabupaten.
Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Sumedarigyhh kerjanya.

Desa atau yang disebut dengan nama lain selaajutisgbut desa adalah kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilgyaiy berwenang untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdassal-usul dan adat istiadat
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem dfi@etahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusaeripiman oleh Pemerintah
Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam memigatunengurus kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan asal-usul danisidatat setempat diakui dan
dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kes&eanblik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Peranggatsgbagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut deagaalain selanjutnya disebut
BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan dexsiotalam penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraiRinan Desa.

Kepala Desa adalah pemimpin penyelenggara pemieaimtdi Desa yang bersangkutan
yang berada di wilayah Kabupaten Sumedang.



12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantueKBesa dalam melaksanakan
tugas dan kewajibannya yang terdiri dari Sekref@esa dan Perangkat Desa lainnya.

13.Sekretaris Desa adalah pimpinan sekretariat padeenpeah Desa dalam wilayah
Kabupaten Sumedang.

14.Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang meanpdiigkungan kerja
pelaksanaan Pemerintahan Desa.

15.Kepala Dusun atau disingkat Kadus adalah peramgabantu Kepala Desa dan unsur
pelaksana penyelenggara pemerintah desa di wikhysim.

16.Kepala Urusan adalah Unsur Sekretariat Desa daléayal Kabupaten Sumedang.

17.Pelaksana teknis lapangan adalah perangkat pemkapala Desa dalam pelaksanaan
pelayanan teknis kepada masyarakat sesuai dengmmgltugasnya.

BAB I
PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu
Calon Sekretaris Desa

Pasal 2

Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipilgyaremenuhi persyaratan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Bagian Kedua
Persyaratan Perangkat Desa Lainnya

Pasal 3

(1) Syarat-syarat untuk menjadi perangkat desanssdkretaris desa yaitu :

a. bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Uhttata;ng Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 dan Negara Kesatwggulitik Indonesia, serta
Pemerintah;

c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjdiagkat Pertama dan atau
sederajat yang dibuktikan dengan ijasah dan Swatd Tamat Belajar (STTB)
asli yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

d. khusus untuk calon petugas teknis lapangan dam ¢&pala dusun, pendidikan
paling rendah tamat sekolah dasar yang dibuktilkamgan ijazah dan surat tanda
tamat belajar asli yang dikeluarkan oleh instan@ngy berwenang ditambah
pengalaman di bidang tugasnya minimal 2 (dua) tademgan tidak terputus-



(2)

3)

(4)

(1)

)

-

putus, yang dibuktikan dengan surat keterangan #apala Desa yang
bersangkutan.

berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun;

sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengaat dwterangan dari Dokter
Pemerintah;

penduduk desa setempat dan terdaftar sebagai pdndeda bertempat tinggal
tetap di desa yang bersangkutan, sekurang-kurangnydua) tahun terakhir
dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengantu Tanda Penduduk
(KTP) dan Kartu Keluarga (KK);

tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pid&egahatan dengan
hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;

tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputysamgadilan yang mempunyai
kekuatan hukum tetap;

memenuhi persyaratan lainnya sesuai dengan @tiatdat setempat yang
ditentukan oleh peraturan desa.

Anggota BPD yang mencalonkan diri menjadi pgkam desa, selain harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)hmmwa mendapat izin tertulis
dari Camat.

Dalam hal anggota BPD sebagaimana dimaksud pset (2) diangkat sebagai
Perangkat Desa harus mengundurkan diri dari andgieD.

Bagi calon kepala dusun yang berasal dari dissorapabila diangkat menjadi kepala
dusun harus bertempat tinggal di dusun yang beksiaug,.

BAB Il
MEKANISME PENGANGKATAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Pasal 4

Dalam rangka pengisian lowongan perangkat detain sekretaris desa, dibentuk
panitia pemilihan dan atau pengangkatan perangksa ¢ang ditetapkan dengan
keputusan kepala desa yang keanggotaannya teadimmsur tokoh masyarakat desa
dan lembaga kemasyarakatan desa.

Susunan keanggotaan panitia sebagaimana dichglksla ayat (1) ditetapkan dalam
Keputusan Kepala Desa dengan ketentuan sebagdaiiberi

a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;

b. 1 (satu) orang wakil ketua merangkap anggota;

c. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan

d. anggota sesuai kebutuhan.



